BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PID.B/2011/PN.MDO
TENTANG TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DOKTER YANG

MENYEBABKAN KEMATIAN IBU MELAHIRKAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.
90/P1D.B/2011/PN.MDO
Dalam kasus dengan nomor perkara 79 PK/PID/2013 adalah perkara
pidana malpraktik yang menyebabkan meninggalnya ibu melahirkan oleh dr.
Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Hendy Siagian
yang melakukan tindakan operasi Cito Secsio Sesaria terhadap korba Siska
Maketey di Rumah Sakit Prof. dr. Kandou Malalayang kota Manado, setelah
dilakukan operasi 20 menit pasca operasi korban siska maketey meninggal
dunia. Akibat kematian siska maketey adalah masuknya udara ke bilik kanan
jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi
kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi
jantung. Karena peristiwa tersebut jaksa menuntut para terdakwa dengan pasal
359 KUHP jis. Pasal 361 KUHP, pasal 55 ayat (1) ke-1, dakwaan kedua pasal
76 Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan ketiga primair pasal 263 ayat (1)
KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ketiga subsidair pasal 263 ayat (2)

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
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Keputusan hakim berdasarkan pada keterangan saksi dan bukti-bukti
yang terungkap di ppersidangan. Dakwaan Jaksa/penuntut umum atas pasal
359 KUHP Jis pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 359 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1
tidak dapat dibuktikan dipersidangan. Karena berdasarkan keterangan saksi
dan saksi ahli menerangkan bahwa para terdakwa melaksanakan operasi
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Yang dimaksud para terdakwa
telah melakukan kelalaian adalah apabila para terdakwa di dalam melakukan
tindakan tersebut menyalahi Standar Operasi Prosedur sebagaimana diatur
dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
512/MenKes/PER/1V/2007 tentang lzin Praktek dan Pelaksanaan praktek
kedokteran yang menyatakan “Standar Operasional Prosedur adalah suatu
perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan
suatu proses kerja rutin tertentu, dimana Standar Operasional Prosedur
memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama
untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh
sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi”’. Mengenai hal ini
para terdakwa sudah melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang diperkuat
oleh saksi ahli Prof. dr. Reggy Lefrand, Sp.JP. (K) selaku ketua MKEK, saksi
Ahli dr. Johannis Mallo, SH., SpF.DFM, Ahli dr. Murhady Saleh, Sp.OG, dr.
Hermanus J. Laleho, Sp.An yang menyatakan kematian korban akibat emboli
udara bukan karena kelalaian para terdakwa karena hal ini jarang terjadi dan
tidak dapat dipresiksi. Sesuatu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya bukan

termasuk kelalaian.
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Pertimbangan hakim tentang perbuatan terdakwa yang dituntut telah
melakukan sesuai dengan pasal 263 ayat (1) KUHP tidak dapat dibenarkan
oleh hakim karena berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran pasal 45 ayat (1) menyatakan dalam keadaan gawat
darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan.
Namun setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan
segera diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan. Dalam hal ini operasi Cito
dikategorikan sebagai operasi darurat dan sifatnya segera, karena kalau tidak
segera dilakukan tindakan ibu dan anak akan meninggal dunia.

Hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa | yang
menerangkan bahwa ia sudah melakukan operasi lebih dari 100 kali, punya
STR sejak tahun 2002 dan korban telah menandatangani Surat persetujuan
operasi setelah ada ijin dari bagian Anestesi. Saat operasi terdakwa | terdakwa
sebagai operator, terdakwa 11 dan 11l sebagai asisten operator menerangkan
bahwa ia melihat korban tanda tangan dalam keadaan berbaring dan operasi
Cito dilakukan setelah disetujui bagian anestesi dan korban meninggal diruang
perawatan dan operasi dilakukan sesuai dengan SOP.

Sesuai dengan uraian-uraian diatas tersebut maka pertimbangan hukum
yang dilakukan oleh hakim dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.MDO
dinilai sudah tepat. Karena hakim dengan cermat mempertimbangkan fakta-
fakta yang ada baik saksi maupun barang bukti yang dihadirkan di dalam
persidangan. Dan telah terbukti terdapat kesalahan dalam putusan hakim

dalam tingkat kasasi karena tidak mempertimbangkan secara cermat. Karena
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Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya
kebenaran keadilan hukum, kepastian hukum bagi seorang. Jadi bukan hanya
balas dendam rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila
kita kembali kepada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah
untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih
luas yaitu tujuan hukum secara pidana adalah mencari dan menemukan
kebenaran materiil. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan
seluruh tertib hukum di Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat

yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.’

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Putusan
No0.90/Pid.B/2011/PN.MDO

Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas dalam
melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim
wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Selain
itu, putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum dengan
tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan.

Perbuatan kelalaian menurut hukum pidana Islam adalah pembunuhan
tidak sengaja karena kesalahan, yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang
mengakibatkan matinya seseorang.

Untuk terwujudnya tindak pidana karena kesalahan, disyaratkan
memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.

! Oemar Seno Adji, Hukum-Hakim pidana, (Jakarta : Erlangga, 1984), 89.
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Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban,
baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Perbuatan tersebut
tidak harus tertentu seperti pelukaan melainkan perbuatan apa saja yang
mengakibatkan kematian seperti membuang air panas, melempar batu dan
sebagainya.  Perbuatan yang menyebabkan kematian orban tersebut
disyaratkan tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaiannya.

Para dokter dalam putusan tersebut tidak menghendaki kematian
korban Siska Maketey, tetapi karena kesalahan yang tidak dapat
diprekdisikan sebelumnya sehingga pada saat operasi terjadi emboli udara
yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan fungsi paru, dan akhirnya
menyebabkan korban meninggal dunia. Untuk itu unsur pertama yaitu
adanya perbuatan yyang mengakibatkan orang lain mati terpenuhi.

. Perbuatan tersebut karena kesalahan. Berkenaan dengan pembunuhan
kesalahan, juga berlaku prinsip-prinsip pembunuhan sengaja. Kekeliruan
merupakan unsur yang berlaku untuk semua jarimah, apabila unsur
kekeliruan tidak terdapat, maka tidak ada hukuman bagi pelaku. Unsur
kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang
tidak dikehendaki oleh pelaku, baik perbuatannya itu langsung maupun
tidak lansung, dikehendaki oleh pelaku atau tidak. Dengan demikian
pembunuhan karena kekeliruan, kematian terjadi sebagai akibat kelalaian
pelaku atau kurang hati-hatinya atau karena perbuatannya melanggar

pemerintah. Kelalaian itu sendiri pada dasarnya tidak menyebabkan
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adanya hukuman, kecuali apabila itu menimbulkan kerugian kepada pihak
lain.

Didalam kasus malpraktik ini jelas bahwa adanya kerugian dari

akibat yang ditimbulkan oleh para dokter yaitu kerugian terhadap jiwa
orang lain yaitu korban Siska maketey, selain dari jiwa korban sendiri
kerugian juga terjadi pada diri anak korban yang kehilangan ibunya. Oleh
karena itu perbuatan malpraktik tersebut memenuhi unsur pembunuhan
karena kesalahan atau kelalaian. Ketidakhati-hatian itu sendiri pada
dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila hal itu
menimbuklkan kerugian kepada pihak lain. Dengan demikian apabila
terdapat kerugian (dharar) maka terdapatlah pertanggung jawaban dari
kekeliruan, dan apabila tidak ada kerugian (dharar), maka tidak ada
pertanggung jawaban.
. Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian. Untuk
adanya pertanggung jawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena
kekeliruan, disyaratkan bahwa kematian adalah merupakan akibat dari
kekeliruan tersebut. Artinya kekeliruan merupakan penyebab (illat) bagi
kematian tersebut. Dengan demikian antara kekeliruan dan kematian
terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hukuman tersebut terputus tidak
ada pertanggung jawaban bagi pelaku.

Hubungan sebab akibat ada, mana kala pelaku menjadi penyebab

dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut, baik kematian



68

sebagai akibat langsung perbuatan pelaku, maupun perbuatan langsung
dari pihak lain.

Disini terdapat sebab dan akibat yang diitimbulkan oleh malpraktik
tersebut. Yaitu sebab dari ketidak hati-hatian para terdakwan sehingga
menimbulkan hilangnya nyawa orang lain. Dan unsur ketiga juga
terpenuhi.

Kekeliruan dalam pembunuhan ada dua macam yaitu :2
1. Pembunuhan karena kekeliruan semata.

Disini pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi ia tidak
mempunyai niat untuk mencelakai korban.

2. Pembunuhan yang disamakan/dikategorikan dengan kekeliruan.

Pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada
niat untuk mencelakai orang lain, akan tetapi karena kelalaian dan kurang
hari-hatinya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Dalam analisa Hukum Pidana Islam mengenai pertimbangan hukum
bagi dokter yang melakukan kelalaian yang terdapat dalam putusan No.
90/Pid.B/2011/PN.MDO vyang dalam kasus tersebut mengakibatkan
meninggalnya pasien yang bernama Siska Maketey yang diputus bebas,
penulis berpendapat bahwa dalam hukum pidana Islam adalah bentuk jarimah
tidak sengaja, yaitu jarimah dimana pelaku tidak mempunyai niat untuk
melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi akibat

kelalaiannya (kesalahannya). Unsur niat dalam setiap perbuatan harus Kita

2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika,2005), 144.
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pertimbangkan, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Adakalanya
manusia berniat buruk dan adakalanya berniat baik. Niat akan tercermin dari
proses dan hasil yang dilakukan.

Untuk masalah malpraktik yang menyebabkan orang lain meninggal
dunia masuk ke dalam pembunuhan karena kesalahan (qatlu khata’).
Hukuman pokok dalam pembunuhan tidak sengaja (karena kesalahan) adalah
diyat dan kiffarat. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ¢« zir. Diyat ini
pada dasarnya adalah sebagian dari gishash dan diyat adalah pilihan kedua
yaitu perdamaian ketika korban memilih untuk berdamai, maka ia berhak
mendapatkan diyat dalam arti si pelaku kejahatan berkewajiban membayar
diyat kepada korban. Diyat untuk pembunuhan karena kesalahan adalah diyat
mukhaffafah, yaitu diyat yang diperingan.®> Di dalam hukum pidana Islam,
diyat merupakan hukuman penggantii (uqubah badaliyah) dari hukuman mati
yang merupakan hukuman asli (uqubah asliyah) dengan syarat adanya
pemberian maaf dari keluarganya.* Jika diaplikasikan pada masa sekarang
diyat yang dibayarkan bukan dengan harga unta lagi melainkan dengan ganti
rugi uang.

Telah dijelaskan bahwa pelaku pembunuhan tidak sengaja (karena
keliru) menanggung kiffarat berupa pembebasan budak muslim. Apabila ia
tidak mendapatkannya, maka kewajibannya adalah berpuasa dua bulan
berturut-turut. Kewajiban kiffarat ini berlaku untuk semua pelaku

pembunuhan tidak sengaja. Hal Kiffarat ini diwajibkan sebanyak satu kali

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 175.
* lbnu Hajar al- Tsaqalani, Bulugh al — Maram, Terjemahan Mahrus Ali, Bulugul Maram,
(Surabaya: Mutiara 1lmu,1995), 513.
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bagi satu peristiwa, dan bila membunuhnya secara berulang-ulang maka
Kiffaratnya juga berulang. Oleh karenanya bila seseorang membunuh beberapa
orang dengan tidak sengaja, maka ia harus membayar beberapa kiffarat sesuai
dengan jumlah korban yang terbunuh.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim dalam putusan No.
90/Pid.B/2011 yang membebaskan semua terdakwa dari segala hukuman
dilihat dari hukum pidana Islam dirasa tidak sesuai karena putusan tersebut
tidak menjatuhkan hukuman penjara maupun ganti rugi, padahal apabila
hukuman ganti rugi diterapkan pasti akan menimbulkan efek jera dan
melakukan sikap hati-hati untuk tindakan selanjutnya. Karena ketika akan
dilakukan kelalaian lagi ia akan berfikir dua kali dan memilih untuk
mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan. Namun karena
Indonesia telah memiliki hukum sendiri yang sesuai dengan undang-undang
yang berlaku maka pembebasan para terdakwa sudah sesuai karena memang
di dalam Undang-undang bagi terdakwa yang diputus bebas tidak diwajibkan
untuk memberikan ganti rugi kepada keluarga korban. Karena sebenarnya
tujuan hukum pidana Islam itu sendiri adalah untuk pencegahan (ar-raddu wa
al-zajru) dan pengajaran serta pendidikan (al islah wa- tahdzib) agar tercipta

kelangsungan hidup masyarakat yang aman, tentram dan damai.



